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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan
sebagal berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 2004 mengenai fungsi dan
kewenangan Satuan Poliss Pamong Prgja daam melaksanakan penangkapan
Pekerja Seks Komersial, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Y ogyakarta, namun masih terdapat pelanggaran seperti:

a Mash adanya oknum Satuan Poliss Pamong Prga secara diam-diam
membocorkan rencana operasi penertiban dan penangkapan.

b. Adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum di lokas pada saat
penangkapan, diantaranya pemberian uang dalam bentuk suap yang
dilakukan Pekerja Seks Komersial kepada oknum Polisi Pamong Praja.

c. Daam menjalankan tugasnya petugas Satuan Poliss Pamong Praja sering
melakukan penertiban dan penangkapan secara sewenang-wenang dengan
mel akukan pelecehan dan kekerasan terhadap Pekerja Seks Komersial.

2. Penangkapan Pekerja Seks Komersial, oleh Satuan Polisi Pamong Pragja tidak
bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena menurut
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004 Pasal 3 Satuan Polis Pamong Praja
mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan

ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

52



53

B. Saran
Berdasarkan pembahasan diatas, menurut penulis bahwa implementasi
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004 mengenai fungsi dan kewenangan
Satuan Polisi pamong Praja dalam proses penangkapan pekerja seks komersia di
Daerah Istimewa Y ogyakarta oleh karena itu penulis meyampaikan saran sebagai
berikut:

1. Hendaknya dalam menjalankan fungsi dan perannya, setiap anggota Pol
PP senantiasa bersikap dan bertindak secara professional, dengan selalu
mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan
nilai-nilai moral, serta memperhatikan Hak Azasi Manusia.

2. Sikap dualisme pemerintah terhadap PSK, bahwa disatu sisi pemerintah
melarang dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan atas
aktivitas ilegal seksual tersebut. Namun hingga saat ini lokalisasi atau
kegiatan aktivitas seksua tersebut tetap sgja berlangsung. Pemerintah
harus bersikap tegas dalam menentukan apakah aktivitas ini dilarang atau
dilegalkan. Penentuan sikap ini sangat dibutuhkan demi kelanjutan
penertiban dan perlindungan hak asasi manusia para PSK itu sendiri. Jika
pemerintah bersikap tegas terhadap segala bentuk aktivitas seksual ilegal
tersebut, maka lokalisasi yang terdapat dikota-kota besar seharusnya
ditutup. Akan tetapi, jika sikap tegas tersebut tidak diambil atas dasar
keuntungan finansial maka sebaiknya dikeluarkan peraturan perundang-

undangan mengenai perlindungan terhadap PSK di Indonesia.
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